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SALINAN Keputusan ind ‘disu::paikan kepada :-

Sekretariat Nzgara,

Sekretariat Kabinet,

Semua Mentexi Koordinator,

Semia Menteri Negara,

Semua Menteri,

Semua Menteri Muda,

Sekretaﬁ.s Jenderal Departemen Pendidikan dan ¥ebudayean,
Inspektur Jenieral Dapartemen Pendidikan wan Kebudayaan,

Semua Dixektur Jenderal dalam iirglungsn Deportemen Pendidikarn dan Kebudayaan,

Xapala

Badan Penelitian dan Pengembangan Pe-Aidiksn dan Kebudayaan pada

Departemen Pendidikan darn KebuZavaan,
Semua Sekretaris Itjen, Ditjen, dan Badrn Penelitian dan Pengembangan

Pendidikan dan Kebudayaan dalam lingkuncan Dupartemen Pendidikan éan
¥ebudayaan,

‘Semua Direktorat, Inspektur; Birc, Pusa., dan PN dalam lingkungan

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,

Ditjen.

Bukim dan Perundang-\mdm:qzn Departenmen Xeheitiman,

Sexuma Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dex Kebudayaan di Propinsi,
Semua Gubernur Kepala Daarah Tingkst I,

Semta Yoordinztor Koordinasi Perguruan Tingy! Swasta,

Semua Tuiv/Inst/Sekolar Tircoi/2¥2demi 2alem )ingkongen Departemen
Pendidivan dan Esbudaysan;

Badan Pemerikoa Kevanagrrn .

Ditjen Anggaran,

Ditjean Pajaic,

21.Dpit.Perbendaharaan Negara Ditjev.
22. Semua Xantor Perbendaharaan Negars,
23, .Badan Adm.i.n.iltrasi Kepegawalan Negara,
Lexbaga Adminigtrasi Negara,

Erygaran Donarioman Keuangan,

Ketua DPR-RI,

Komisi IX DPR-RI,
Tang bersangkutan untuk dipergunzkan sepeslur Y4

pala Bagian Panyw\\inm Wumn

Pexun zundangan_ Depasbs v Tencidikan dan Kebudayaan,

%]

\
Voo e e
N i e
) p——

et —————"

e

L e

2 \_’/;{L&,«’somom SH

¥WT2.2303172:58



Kedus

Ketiga

Kﬁempat

Kelima

Keenam

Ketujuh

Kedelapan

Kedudukan, . tugas dan fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja
EMP Negeri tersebut pada diktum "Pertama" diatur sesusi deéngan

ketentuan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudaysaan

tanggal 22 Desember 1978 No.0370/0/1978.

Bagan organisasi SMP Negerl tersebut pada &iktum "Pertama" adalah
sebagaimana tersebut pada Lampiran I1 Keputusan ini.

Menugaskan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan
Kebudayaan di Propinsi yang bersangkutan untuk melaksanakan ketentu-

an tersebut pada diktum "Pertama™ bagi sekolah yang berada di wila-
yahnya.

Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing
sekolah di propinsi yang bersangkutan dibebankan pada mata anggaran
sebagaimana tersebut pada kolom 7 Lampiran I Keputusan ini dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Departemen Pendidikan dan Kebudaya-
an tahun 1985/1986, dan untuk tahun-tahun s=2lanjutnya pada mata

anggaran yang selaras dengan itu.

Dengan berlakunya Keputusan ini jumlah SMp Negeri di Indonesia

adalah 8377 (enam ribu tiga ratus tujuh puluh tujuh) buah yang
tersebar di 27 Propinsi.

Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih
lanjut dalam ketentuan tersendiri.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku
surut terhitung mulai tanggal 1 Juli 1985.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 November 1985
 DEPARTEMEN PRNDIDIRAN DAN: XEEUDAY2AX
lyﬂ.hﬂ
Slkxitlriihﬂﬁqﬂﬁ!ll,
L
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KEPUTUSAR
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDORESIA
v No.0594 /0/1985
: ; tentang
_ ‘Pembukaan, Penunggalan, dan Penegerian

Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama

MENTERI PENDIDIKAII DAM KEBUDAYAAN,

¥anizbang . 3 B.-bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
tanggal 22 Desember 1978 No. 0370/0/1978 telah ditetapkan su-

sunan organisasi dan tata kerja Sekolah Menengah Umum Tingkat
Pertama (SMP);

b. bahwa daya tampung SMP egeri perlu ditingkatkan sesual dengan
.kebutuhan masyarakat dengan menetapkan pembukaan, penunggalan,
dan penegerian Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama.

Fengingat + 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia:
a. Nomor 44 Tahun 1974
b. Nomor 40/M Tahun 1980;
c. Nomor 45/M Tahun 1983j
d. Nomor 15 Tahun 158B4;
e. Homor. 138/M Tahun 1985;

2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan:
a. tanggal 22 Desember 1378 No. 0370/0/1978;
b. tanggal 30 Juni 1979 No. 0145/0/1%79;

c. ﬁmggal 11 September 1980 No. 0222b/0/1980;
Q. tanggal 14 Maret 1983 No. 0173/0/1983;

Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dalam
suratnya Nomor B-876 /I/MENPAN/11/85 tanggal 16 Nopember 1985;

MEMUTUSKAN :

Eanetapkan - 3

" : a., Membuka Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) Negeri;
b. Menunggalkan Filial SMP Negeri menjadi SMP Negeri;
c. Menegerikan SMP Swasta menjadi SMP Negeri;

di beberapa propinsi sebagaimana tersebut pada Lampiran I Keputu
‘ini,
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